BAB 3

Gambaran Keuangan Daerah

Bab ini akan menguraikan terkait gambaran pengelolaan keuangan daerah pada periode
sebelumnya dan kerangka pendanaan untuk satu periode mendatang. Pengelolaan
keuangan daerah pada periode sebelumnya menggambarkan mengenai kinerja dan
kebijakan pengelolaan keuangan periode sebelumnya dalam bentuk Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan kondisi neraca daerah. Gambaran tersebut
selanjutnya berguna untuk menentukan kerangka pendanaan yang meliputi
pengindentifikasian sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial, alokasi belanja
serta pengeluaran daerah yang lebih optimal dan sesuai kebutuhan. Kerangka
pendanaan juga mencakup potensi pembiayaan daerah jika terdapat defisit anggaran
serta kondisi aset dan kewajiban daerah yang harus dipenuhi. Analisis di dalam bab tiga
ini diharapkan dapat menjadi pembelajaran dan salah satu dasar pengalokasian
anggaran dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran daerah.

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Analisis kinerja keuangan daerah digambarkan melalui analisis kinerja pelaksanaan
realisasi anggaran daerah dan neraca daerah berdasarkan data APBD selama 5 (lima)
tahun. Metode analisis yang digunakan dengan membuat perbandingan mencakup
teknik analisis rasio, analisis horisontal dan analisis vertikal. Analisis rasio dilakukan
dengan membandingkan satu/kumpulan akun dengan satu/kumpulan akun lain di
laporan keuangan untuk menggambarkan keadaan kinerja keuangan suatu daerah.
Analisis horizontal dengan membandingkan satu/kumpulan akun pada periode tertentu
denga satu/kumpulan akun yang sama pada periode-periode lain. Analisis vertikal
dengan membandingkan berbagai jenis akun yang terdapat di laporan keuangan pada

1(satu) periode yang sama.

Salah satu indikator untuk menganalisis kinerja keuangan daerah dapat diukur melalui
Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD). Indikator DOFD dihitung melalui perbandingan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan dalam APBD. Kemandirian
pembiayaan menggambarkan kesinambungan penyelenggaraan pembangunan di masa

depan.
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Tabel 3.1. Derajat Otonomi Fiskal Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Tahun 2013-2017

2013 5.885.262.003.582,88 11.631.697.051.829,90 50,60%
2014 6.664.586.023.490,97 11.287.300.941.021,00 59,04%
2015 4.950.160.613.906,01  9.464.926.705.876,01 52,30%
2016 4.031.514.706.408,00  7.987.877.780.773,00 50,46%
2017 4.588.752.896.230,47  8.154.749.005.918,47 56,25%
Rata-rata 5.224.055.248.723,67  9.705.310.297.083,67 53,73%

Sumber: Laporan Keuangan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017

Besaran nilai DOFD Provinsi Kalimantan Timur masuk dalam kategori sangat baik
karena lebih dari 50 persen. Rata-rata DOFD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013-
2017 adalah 53,73 persen. Kondisi ini berarti kemandirian pemerintah tinggi dalam
pembiayaan pembangunan daerah melalui PAD. Kondisi tersebut berarti keuangan
pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tidak bergantung kepada dana yang diberikan

oleh pusat.

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD
Kinerja Pelaksanaan APBD terdiri dari analisis terhadap pendapatan daerah, belanja
daerah dan pembiayaan daerah. Berikut adalah analisis terhadap ketiga komponen

pelaksanaan APBD tersebut:

3.1.1.1.Pendapatan Daerah

Komponen pendapatan daerah dapat bersumber dari pendapatan asli daerah, maupun
bersumber dari dana transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Menurut
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 menjelaskan bahwa Pendapatan Daerah
sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah,
yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun

anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.
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Tabel 3.2. Persentase Realisasi Terhadap Rencana Pendapatan Daerah

Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017

2013 11.940.096.024.641 11.631.697.051.830 97,42%
2014 11 192.326.880.287 11.287.300.941.021 100,85%
2015 10.497.631.453.406 9.464.926.705.876 90,16%
2016 | ; 762 674.455.113 7.987.877.780.773 102,90%
2017 8 923730.774.720 8.154.749.005.918 99,16%

Sumber: Laporan Keuangan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017

Selama periode 2013-2017, realisasi pendapatan mengindikasikan tingkat efektivitas
terhadap rencana pendapatan. Meskipun demikian, realisasi pendapatan selama
periode tersebur mengalami tren fluktuatif. Hal tersebut dipengaruhi oleh keadaan
ekonomi dan kebijakan nasional terkait dana perimbangan. Lebih rinci, berikut adalah
realisasi Pendapatan Daerah tahun 2013-2017 yang diklasifikasikan menurut

sumbernya.
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Grafik 3.1 Pertumbuhan Realisasi PAD dan Pajak Daerah

Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017
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Sumber: Laporan Keuangan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017

Komponen paling besar penyumbang PAD berasal dari pendapatan pajak daerah.
Pendapatan pajak daerah menuupakan juga penyumbang terbesar terhadap total
pendapatan yang ada di Provinsi Kalimantan Timur. Besaran komponen ini terbesar
dari pendapatan pajak berasal dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Meskipun
demikian, pertumbuhan pajak daerah cenderung turun selama periode tahun 2013-
2017. Penurunan terjadi pada tahun 2015 dan tahun 2016. Hal tersebut dipengaruhi
oleh terjadinya penurunan dari pajak kendaraan bermotor. Penyebab turunya
penerimaan pajak kendaraan bermotor karena adanya penurunan daya beli dari

masyarakat.

3.1.1.1.2 Dana Perimbangan

Dana perimbangan merupakan komponen pendapatan terbesar kedua dengan rata-
rata proporsi sebesar 43,75 persen. Selama periode tahun 2013-2017, dana
perimbangan rata-rata pertumbuh sebesar -9,52 persen per tahun dengan tren
fluktuatif cenderung turun. Pertumbuhan dana perimbangan per tahunnya dapat

dilihat pada grafik berikut.
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Grafik 3.2 Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah,Dana
Perimbangan, dan DBHP/BP Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-
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Sumber: Laporan Keuangan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017

Komponen Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak (DBHP/BP) merupakan penyumbang
paling terbesar untuk dana perimbangan. Besaran DBHP/BP Provinsi Kalimantan Timur
berasal dari dana bagi hasil dengan pemerintah pusat terkait pendapatan dari sektor
sumber daya alam. Rata-rata proporsi DBHP/BP selama periode tahun 2013-2017
sebesar 35,86 persen. Meskipun demikian, tren pertumbuhan DBHP/BP menunjukan
tren fluktuatif cenderung menurun sama seperti tren pertumbuhan pendapatan daerah.
Rata-rata pertumbuhan adalah -23,71 persen. Penurunan pendapatan dari komponen
ini disebabkan oleh folatilitas anggaran. Faktor yang menyebabkan terjadinya folatilitas
anggaran di Provinsi Kalimantan Timur adalah menurunnya harga jual minyak dan

batubara dan tingkat produktifitas sektor minyak dan batubara.

3.1.1.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Selama periode tahun 2013-2017, Lain-lain pendapatan daerah yang sah rata-rata
tumbuh 2,52 persen per tahun. Tren yang dimiliki komponen ini menunjukan fluktuasi
cenderun menurun sama dengan tren pertumbuhan Pendapatan Daerahnya.
Pertumbuhan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah per tahunnya dapat dilihat pada

grafik berikut.
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Grafik 3.3 Pertumbuhan Realisasi Lain-lain pendapatan
yang sah, Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2013-2017
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Sumber: Laporan Keuangan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017

Pendapatan Daerah juga didukung oleh komponen lain yaitu, Lain-lain Pendapatan yang
Sah. Komponen ini paling besar berasal dari Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus.
Meskipun demikian, rata-rata proporsi terhadap total pendapatan m daerah kecil hanya

sebesar 2,53 persen.

3.1.1.2. Belanja Daerah

Kebijakan pengelolaan masa lalu salah satunya dengan melihat komponen Belanja
Daerah. Definisi dari Belanja Daerah adalah kewajiban daerah yang diakui sebagai
pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang ditentukan.
Tujuan dari analisis Belanja Daerah untuk memperoleh gambaran realisasi dari
kebijakan pembelanjaan pada periode tahun 2013-2017 yang digunakan sebagai bahan
untuk menentukan rencana belanja daerah di masa yang akan datang dalam rangka
peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Tabel 3.4. Persentase Realisasi Terhadap Rencana Belanja Daerah Provinsi

Kalimantan Timur Tahun 2013-2017

2013 15.139.000.000.000 13.780.244.907.476 91,02%
2014 12.217.683.000.000 11.274.631.837.034 92,28%
2015 11.484.260.000.000 10.205.342.292.212 88,86%
2016 7.976.359.000.000 7.601.242.338.859 95,30%
2017 7.674.720.042.209 8.239.379.709.093 107,36%

Sumber: Laporan Keuangan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017
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Rata-rata pertumbuhan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan tren
fluktuatif cenderung menurun. Analisis pertumbuhan merupakan salah satu analisis
lain dalam melihat kinerja belanja daerah selain menggunakan analisis efektifitas.
Selama periode tersebut menunjukkan pada tingkat efektif meskipun besaran kurang
dari 100 persen. Telaah pertumbuhan belanja lebih detail diperlukan untuk melihat
proporsi belanja selama tahun 2013-2017.

Tabel 3.5. Proporsi Realisasi Daerah Terhadap Anggaran Belanja

Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017

2014 2015 2016 2017 Rata-

rata
2.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 93,59 97,22% | 88,71%  96,35% @ 93,10% 93,79%
%
2.1.1 Belanja Pegawai 83,53 90,52%  91,36%  88,19%  85,54% 87,83%
%
2.1.2 Belanja Subsidi
2.9.8 Belanja Hibah 96,90 96,03%  98,90%  99,48%  91,51% 96,56%
%
2.1.4 Belanja Bantuan Sosial 71,64 77,26% 80,35% 89,40% 83,58% 80,45%
%
2.1.5 Belanja Bagi Hasil kepada 97,60 99,47%  8490%  97,82%  98,50% 95,66%
Provinsi/Kabupaten/Kota dan %
Pemerintah Desa
2.1.6 Belanja Bantuan Keuangan 91,36 98,75% | 88,42% 101,53 | 98,34% 95,68%
kepada Provinsi/Kabupaten/Kota % %
dan Pemerintahan Desa
1.7 Belanja Tidak Terduga 0,00% 15,00% 19,08% 9,62% 0,27% 8,79%
2.2 BELANJA LANGSUNG 88,44 86,49% = 89,07%  94,14% 145,10 | 100,65%
% %
2.2.1 Belanja Pegawai 93,19 100,88% 102,10 133,21  90,72% 104,02%
% % %
2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 89,44 89,07% | 89,83%  9691%  94,62% 91,97%
%
20708 Belanja Modal 87,10 81,58%  8550%  84,59%  92,06% 86,17%
%
BELANJA 91,02 92,28% = 88,86%  95,30% 107,36 94,96%
% %

Sumber: Laporan Keuangan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017

Analisis selanjutnya dalam melihat kinerja Belanja Daerah adalah analisis proporsi
realisasi terhadap perencanaan. Rincian realisasi Belanja Daerah tersebut dapat dilihat
bahwa rata-rata realisasi belanja tidak langsung sebesar 93,79 persen sedangkan rata-
rata realisasi belanja langsung sebesar 100,65 persen. Realisasi belanja tidak langsung

selama periode tersebut mengalami tren yang fluktuatif sedangkan belanja langsung
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mengalami tren yang meningkat. Meskipun demikian, rata-rata realisasi belanja

langsung relatif lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi belanja tak langsung.

3.1.1.3. Pembiayaan Daerah

Secara garis besar, analisis Pembiayaan Daerah bertujuan untuk memperoleh
gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran
sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan
kebijakan pembiayaan di masa yang akan datang dalam rangka penghitungan kapasitas
pendanaan pembangunan daerah. Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan
yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik
pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.
Realisasi Pembiayaan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, selama tahun 2013-2017

tergambar dalam tabel berikut.
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3.1.2. Neraca Daerah

Salah satu instrumen analisis kondisi keuangan pemerintah daerah adalah neraca
daerah. Neraca daerah terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Aset dilihat dari
nilai uang yang terkandung di dalamnya, serta manfaat sosial dan ekonomi yang
dihasilkan dari adanya aset. Utang berdasarkan Permendagri 13 Tahun 2006
didefinisikan sebagai jumlah uang yang wajib dibayar oleh pemerintah daerah dan/atau
kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan
perundang-undangan, perjanjian, dan berdasarkan sebab lainnya yang sah. Utang
diambil oleh pemerintah daerah karena kondisi keuangan daerah yang memungkinkan
tidak stabil. Utang dalam analisis neraca dilihat dari utang atau kewajiban jangka
pendek dan jangka panjang. Selisih antara nilai aset dan utang didalam neraca daerah
disebut sebagai ekuitas dana. Kondisi neraca daerah Provinsi Kalimantan Timur pada

tahun 2013 hingga 2015 adalah sebagai berikut.
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Berdasarkan tabel di atas, rata-rata pertumbuhan paling tinggi selama 5 tahun adalah
pada komponen aset lainnya, yakni sebesar 88,86 persen. Aset lainnya antara terdiri
dari tagihan penjulan angsuran, tagihan tuntutan ganti kerugian daerah, dan kemitraan
dengan pihak ketiga. Komponen aset yang paling pertumbuhan tertinggi kedua adalah
aset tetap, sebesar 87,64 persen. Aset tetap terdiri dari tanah, peralatan dan mesin;
gedung dan bangunan; jalan, irigasi, dan jaringan; serta konstruksi dalam pengerjaan.
Adanya pertumbuhan yang tinggi dalam aset tetap ini dapat berdampak pada kondisi
sosial dan ekonomi masyarakat, karena aset tetap daerah terkait kebutuhan
pembangunan, terutama di bidang sarana dan prasarana wilayah. Pertumbuhan
komponen aset daerah yang tidak signifikan adalah aset lancar sebesar 2,84 persen dan
investasi jangka panjang sebesar 1,8 persen. Rata-rata perumbuhan aset daerah secara
keseluruhan adalah 1,91persen. Pertumbuhan aset tersebut jauh lebih rendah jika
dibanding pertumbuhan utang atau kewajiban. Provinsi Kalimantan Timur hanya
memiliki kewajiban jangka pendek, namun rata-rata pertumbuhan selama lima tahun
adalah 24,66 persen. Ada rata-rata pertumbuhan ekuitas dana sebagai selisih antara

aset dan kewajiban, yakni sebesar 1,41persen.

Pertumbuhan berbagai komponen neraca daerah tersebut, kemudian dianalisis secara
lebih mendalam melalui perhitungan tiga rasio. Analisis neraca daerah yang pertama
adalah menggunakan rasio likuiditas. Hal ini menggambarkan kemampuan pemerintah
daerah untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Rasio likuiditas terdiri dari rasio
lancar yang merupakan perbandingan antara aset lancar dengan kewajiban jangka
pendek, serta rasio quick yang merupakan perbandingan antara aset lancar dikurangi
persediaan dengan kewajiban jangka pendek. Adapun jumlah persediaan Provinsi

Kalimantan Timur selama tahun 2013 hingga 2017 adalah:
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Tabel 3.7 Jumlah Persediaan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 2013-2017

Persediaan
1,782,357,165,828.  1,997,096,484,129. | 2,057,431,888,726.  2,204,883,737,445. = 2,513,224,064,671.
78 34 55 40 43 9.05

Sumber: Neraca Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 2013-2017, diolah

Tabel 3. 8 Rasio Likuiditas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 2013-2017

Rasio Lancar 5.04 3.84 5.96 4.66 3.17 4.53
(Current

Ratio)

Rasio  Quick 2.22 1.66 1.57 1.58 0.83 1.57
(Quick Ratio)

Sumber: Neraca Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 2013-2017, diolah

Berdasarkan perhitungan rasio likuiditas melalui perhitungan rasio lancar dan rasio
quick, Provinsi Kalimantan Timur memiliki tingkat likuiditas yang cukup baik, meskipun
dengan nilai yang tidak cukup besar. Rasio lancar memiliki rata-rata rasio sebesar 4,53,
sedangkan rasio quick memiliki rata-rata 1,57. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh
adanya kewajiban jangka pendek yang selalu ada setiap tahun dan memiliki rata-rata
pertumbuhan cukup besar, yakni 24,66 persen. Adapun kondisi rasio quick yang lebih
kecil dibanding dengan rasio lancar karena dipengaruhi oleh adanya pengurangan aset
lancar oleh persediaan. Kondisi tidak signifikannya nilai rasio lancar maupun quick
perlu menjadi perhatian, karena dapat mempengaruhi kapasitas keuangan daerah, serta
adanya Kkebijakan pengambilan kewajiban jangka pendek perlu memiliki langkah
cermat.

Analisis neraca daerah yang kedua dilakukan melalui perhitungan rasio solvabilitas.
Solvabilitas merupakan rasio untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam

memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Rasio solvabilitas dilakukan melalui
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perhitungan rasio total hutang terhadap total aset, serta rasio hutang terhadap modal.

Perhitungan rasio solvabilitas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

Tabel 3.9. Rasio Solvabilitas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 2013-2017

1 Rasio total hutang 0.022 0.0303 0.020 0.0309 0.038 0.028
terhadap total aset

2 Rasio hutang terhadap | 0.023 0.0313 0.020 0.0319 0.039 0.029

modal

Sumber: Neraca Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 2013-2017, diolah

Berdasarkan perhitungan rasio solvabilitas, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
masih memiliki kondisi yang solvable. Perhitungan rasio solvabilitas berbeda dengan
rasio likuiditas, dimana semakin kecil rasio solvabilitas maka kondisinya semakin baik
atau solvable. Rasio total hutang terhadap aset dan rasio hutang terhadap modal
memiliki kondisi yang fluktuatif selama 2013 hingga 2017, sedangkan rata-rata nilai
rasio keduanya hampir sama, yakni 0,028 pada rasio total hutang terhadap total aset,
dan 0,029 pada rasio hutang terhadap modal. Perhitungan kedua rasio tersebut hanya
menggunakan kewajiban jangka pendek, karena Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

tidak memiliki kewajiban jangka panjang selama tahun 2013 hingga 2017.

Analisis neraca daerah yang ketiga menggunakan perhitungan rasio aktivitas, yaitu
melihat tingkat aktivitas tertentu pada kegiatan pelayanan pemerintah daerah. Rasio
aktivitas terdiri dari rata-rata umur piutang, yaitu rasio untuk melihat berapa lama atau
hari yang diperlukan untuk melunasi piutang. Hal ini merupakan upaya untuk
mengubah piutang menjadi kas. Rata-rata umur piutang dihitung dari 365 hari dalam
satu tahun dibagi dengan perputaran piutang. Guna memperoleh nilai perputaran
piutang maka pendapatan daerah dibagi dengan rata-rata piutang pendapatan daerah,
sedangkan rata-rata piutang diperoleh dari penjumlahan saldo awal piutang dengan
saldo akhir piutang kemudian dibagi dua. Adapun nilai piutang Provinsi Kalimantan

Timur tahun 2013 hingga 2017 adalah:
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Tabel 3.10. Jumlah Piutang Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 2013-2017

Piutang
709,122,636,012.5 @ 883,288,619,506.39 @ 671,448,413,308.87 @ 755,022,737,028.12 = 634,847,129,148.19
5 -20.57%

Sumber: Neraca Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 2013-2017, diolah

Rasio aktivitas juga dihitung melalui rata-rata umur persediaan, yaitu berapa lama dana
tertanam dalam bentuk persediaan, karena dana persediaan dapat digunakan untuk
pelayanan publik jika diperlukan. Rata-rata umur persediaan dihitung melalui 365 hari
dalam satu tahun dibagi dengan perputaran persediaan. Untuk memperoleh nilai
perputaran persediaan, maka nilai persediaan yang digunakan dalam satu tahun dibagi
dengan rata-rata nilai persediaan, dimana rata-rata nilai persediaan diperoleh melalui

penjumlahan antara saldo awal dan akhir persediaan kemudian dibagi dua.

Tabel 3.11. Rasio Aktivitas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 2013-2017

1 Rata-rata Umur | 21.29 25.75 29.97 32.59 31.09 28.14
Piutang

2 Rata-rata Umur | 282.42 345.38 359.65 352.80 342.61 336.57
Persediaan

Sumber: Neraca Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 2013-2017, diolah

Kemampuan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam mengubah piutang menjadi
kas cukup baik, yakni rata-rata selama 28.14 atau kurang dari satu bulan. Perhitungan
yang berbeda terdapat pada rata-rata umur persediaan, yakni jika umur piutang lebih
pendek atau sedikit maka lebih baik, sedangkan umur persediaan semakin lama, maka
semakin baik. Pada konteks ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga memiliki
rata-rata umur persediaan yang baik, yakni memiliki rata-rata 336.57 atau hampir
selama satu tahun. Kondisi ini menjadikan keuangan pemerintah daerah yang relatif
stabil, karena dana persediaan tidak dicairkan secara cepat atau relatif tidak ada

kebutuhan mendesak untuk menggunakan dana persediaan.
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3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Analisis kebijakan pengelolaan di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017
mengambarkan kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu terkait proporsi penggunaan
anggaran dan hasil analisis pembiayaan. Proporsi penggunaan anggaran diuraikan
mengenai proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dan proporsi realisasi
belanja. Analisis pembiayaan daerah dilakukan dengan terlebih dahulu mencari

besarnya defisit riil anggaran, sekaligus mencari penutup defisit riil anggaran tersebut.

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur, dari tahun 2013 hingga 2017
menunjukan tren yang fluktuatif. Berikut adalah analisis terhadap proporsi penggunaan
anggaran Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013-2017:

Tabel 3.12. Proporsi Belanja Pemenuh Kebutuhan Aparatur
Provinsi Kalimamtan Timur Tahun 2013-2017

L 2013 1.347.618.824.617,36  13.780.244.907.476,00 9,78%
2 2014 1.425.146.092.811,10  11.299.631.837.034,30 12,61%
3 2015 1.467.682.098.123,30  10.255.342.292.212,00 14,31%
4 2016 1.329.010.912.560,17 7.601.242.338.859,40 17,48%
5 2017 1.674.309.092.675,44 8.239.379.709.093,14 20,32%

Sumber: Laporan Keuangan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017

Realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur, dari tahun ke tahun mengalami
fluktuasi. Peningkatan tersebut lebih disebabkan oleh jumlah aparatur yang jumlahnya
terus bertambabh, juga berkenaan yang mengakibatkan lebih besar anggaran yang harus
disediakan. Persentase belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dibandingkan
dengan total pengeluaran daerah mengalami tren meningkat. Proporsi selama periode
tahun 2013-2017 menunjukkan bahwa belanja untuk pembangunan lebih besar
proporsinya terhadap APBD dibandingkan dengan belanja untuk pemenuhan kebutuhan

aparatur.
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3.2.2. Analisis Pembiayaan
Analisis pembiayaan terdiri atas analisis sumber deficit riil dan analisis SiLPA. Secara
umum berikut adalah analisis terhadap pembiayaan Provinsi Kalimantan Timur tahun

2013-2017:

3.2.2.1 Analisis Sumber Defisit Riil

Analisis ini dilakukan untuk memberi gambaran masa lalu tentang kebijakan anggaran
untuk menutup defisit riill anggaran. Langkah awal dalam melakukan analisis ini
dilakukan

dengan mencari nilai defisit riil anggaran, yaitu mencari nilai realisasi pendapatan,
setelah

dikurangi realisasi belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan. Selanjutnya, dilihat
apakah ada penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk menutup defisit riil
anggaran, sehingga diperoleh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran. Untuk melihat

perkembangan defisit rill anggaran, dijelaskan pada tabel berikut.
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3.3. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan yang akan diuraikan dalam sub bab ini terdiri dari, pertama
strategi dan kebijakan pengelolaan keuangan daerah untuk lima tahun kedepan. Hal
ini merupakan kerangka acuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, serta
optimalisasi belanja daerah dan pembiayaan daerah. Sedangkan kedua, pada
komponen keuangan daerah tersebut, baik itu pendapatan, belanja, maupun
pembiayaan daerah, akan disertai proyeksi masing-masing jumlahnya untuk lima
tahun mendatang. Dalam kontek secara makro, pengelolaan anggaran daerah juga
harus memperhatikan berbagai asas dalam pengelolaan keuangan. Hal ini bertujuan
agar pengelolaan anggaran selaku nadi dari pembangunan daerah diharapkan
dapat linier untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran daerah, serta untuk
menghindari adanya persoalan terkait pertanggungjawaban dalam penggunaan
anggaran daerah. Berbagai asas tersebut adalah sebagai berikut :
e Akuntabilitas, yaitu  asas  pengelolaan  keuangan agar dapat
dipertanggungjawabkan kepada publik maupun internal institusi pemerintahan
e Profesionalitas, yaitu membutuhkan prasyarat berupa kapasitas dan integritas
yang tinggi, terutama dari aparatur pemerintah daerah
e Proporsionalitas, yaitu anggaran daerah dapat dikelola secara tepat dengan
distribusi yang sesuai dengan perencanaan atau berdasarkan kebutuhan
pembangunan daerah
e Transparansi, yaitu pengelolaan anggaran yang terbuka sehingga dapat
memperkuat kepercayaan publik
e Pengawasan yang dapat dilaksanakan oleh publik maupun badan pengawasan

dan pemeriksa yang bebas dan mandiri
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3.3.1. Strategi dan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah

Strategi dan kebijakan pengelolaan keuangan daerah terdiri dari strategi dan

kebijakan peningkatan pendapatan daerah, optimalisasi belanja daerah dan

pembiayaan daerah. Berikut adalah strategi dan kebijakan mengenai beberpa

komponen tersebut:

3.3.1.1. Strategi dan Kebijakan Peningkatan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah terdiri dari tiga komponen, yaitu pendapatan asli daerah,

pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Ketiganya

mempunyai strategi dan kebijakan sebagai berikut:

Komponen PAD selaku representasi kinerja riil pemerintah daerah dalam
menggali pendapatan daerah secara mandiri, strategi peningkatan pendapatan
yang dijalankan adalah melalui peningkatan kapasitas kelembagaan,
peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan publik sebagai penghasil PAD,
serta koordinasi lintas instansi. Strategi tersebut mempunyai arah kebijakan
sebagai berikut:

a. Meningkatkan hasil pendapatan dari retribusi dan pajak daerah melalui
optimalisasi sistem retribusi dan pajak daerah

b. Meningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pengelola
retribusi/pajak daerah.

c. Melakukan Kkoordinasi secara intensif antar instansi vertikal maupun
horizontal, yaitu dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kepolisian,
OPD teknis penghasil, dan kecamatan

d. Penataan kelembagaan dan peningkatan kualitas pelayanan OPD penghasil
beserta Unit Pelayanan Teknis

Bagi Provinsi Kalimantan Timur, komponen pendapatan transfer menempati
peran strategis dalam menyusun pendapatan daerah terkait DBHBP Sumber
Daya Alam. Oleh Kkarena itu, strategi yang dijalankan terutama melalui
peningkatan koordinasi vertikal. Strategi tersebut mempunyai arah kebijakan
sebagai berikut:

a. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan antar provinsi

dalam pengelolaan pendapatan transfer.
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b. Upaya peningkatan jumlah DBHBP ketika terjadi penurunan melalui
koordinasi dengan Kemendagri dan Kemenkeu
e Dalam komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah, strategi yang
dijalankan melalui koordinasi dengan provinsi dan kabupaten/kota. Strategi
tersebut mempunyai arah kebijakan sebagai berikut :

a. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota
lainnya, terutama dalam rangka bagi hasil pajak/ retribusi serta alokasi
bantuan keuangan dari provinsi dan kabupaten/kota lainnya.

b. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat, terutama dalam hal

transfer dana penyesuaian

3.3.1.2. Strategi dan Kebijakan Optimalisasi Belanja Daerah

Belanja daerah terdiri dari belanja operasi, belanja modal dan belanja tidak terduga

yang keduanya menjadi penentu berlangsungnya pembangunan daerah. Oleh

karena itu, dibutuhkan strategi pengalokasian belanja daerah yang tepat sasaran
dan tujuan, yaitu melalui:

e Strategi penganggaran berbasis Kkinerja, yaitu berdasarkan pada indikator
kinerja yang jelas dan terukur. Indikator kinerja yang digunakan adalah
pencapaian kinerja dalam tahun anggaran/periode sebelumnya maupun
indikator kinerja yang terdapat dalam dokumen perencanaan.

e Selanjutnya penganggaran disinergikan dengan berbagai dokumen
perencanaan, baik itu perencanaan jangka menengah dalam bentuk RPJMD dan
renstra OPD maupun perencanaan teknis setiap tahun dalam bentuk RKPD dan
renja OPD

e Strategi penganggaran berbasis urgensi kebutuhan daerah dan dalam rangka
mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran daerah.

Strategi di atas dijalankan melalui berbagai kebijakan belanja daerah yang

berdasarkan kapasitas riil keuangan daerah yang terdiri dari :

a. Prioritas I : merupakan belanja daerah yang digunakan untuk menjalankan
program pembangunan daerah yang menjadi unggulan kepala daerah, bersifat

wajib dan mengikat, mempunyai manfaat yang luas kepada publik, serta untuk
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melaksanakan amanah kebijakan nasional, terutama anggaran infrastuktur dan
peningkatan sumber daya manusia.

b. Prioritas II : merupakan belanja daerah berdasarkan program prioritas dalam
setiap OPD

c. Prioritas Il : merupakan belanja operasi daerah yang antara lain adalah belanja
hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan, dan tambahan penghasilan PNS

d. Kebijakan belanja operasi juga diarahkan untuk meningkatkan pemerataan
pembangunan sehingga dapat dinikmati seluruh elemen masyarakat Provinsi
Kalimantan Timur, serta mampu menyerap tenaga kerja dan mengentaskan
kemiskinan

e. Alokasi belanja operasi, terutama berupa belanja bantuan sosial dan belanja
keuangan diarahkan untuk memberdayakan masyarakat dan meningkatkan
akselerasi pembangunan desa serta sebagai stimulus bagi berbagai kelompok
masyarakat

untuk ikut serta dalam pembangunan daerah

3.3.1.3. Strategi dan Kebijakan Optimalisasi Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah dilaksanakan ketika terjadi defisit anggaran, yaitu ketika

pendapatan daerah tidak mampu memenuhi kebutuhan belanja daerah.

Pembiayaan daerah yang terdiri dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan,

mempunyai arah kebijakan sebagai berikut:

e Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya yang dimasukkan sebagai sumber
penerimaan APBD, namun dengan besaran SiLPA yang diupayakan seminimal

mungkin dari tahun ke tahun

3.3.2. Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Proyeksi ini didasarkan pada tren rata-rata pertumbuhan dan rata-rata proporsi
komponen pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah pada periode sebelumya.
Selain itu juga memperhatikan kemungkinan perkembangan perekonomian makro
kedepan dan adanya perubahan kebijakan pemerintah, khususnya yang
berimplikasi pada pendapatan daerah. Lebih rinci untuk melihat proyeksi APBD

Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023 sebagai berikut:
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Komponen pendapatan daerah diproyeksikan akan mengalami rata-rata pertumbuhan
dalam tahun 2019-2023 sebesar 1,79 persen. Proyeksi didasarkan pada perhitungan
analisis data tahun 2013-2018 dan potensi pendapatan. Perhitungan proyeksi tidak
mencakup komponen pendapatan daerah yang tidak lagi menjadi wewenang provinsi
seperti Dana Alokasi Khusus. Peningkatan pendapatan daerah tersebut diupayakan berasal
dari optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), yaitu dengan pengoptimalan kinerja

pemerintah daerah/OPD dalam menghasilkan PAD.

Komponen belanja daerah diproyeksikan berdasarkan rata-rata pertumbuhan komponen
wajib dan mengikat selama tahun 2013-2018 serta asumsi indikator makro yaitu inflasi.
Komponen belanja daerah diproyeksikan akan mengalami rata-rata pertumbuhan dalam
tahun 2019-2023 sebesar -1,55 persen. Proyeksi tersebut diharapkan kebijakan belanja

didasarkan pada prioritas dan kebutuhan riil daerah.

Tren realisasi pendapatan dan belanja dalam tahun 2019-2022 menunjukan kondisi defisit
sedangkan pada tahun 2023 mulai mengalami kondisi surplus. Hal ini di satu sisi
menunjukan kondisi pendapatan yang tidak dapat membiayai belanja. Kondisi defisit
memerlukan kewaspadaan karena besaran belanja yang melebihi kemampuan pendapatan
daerah. Olehkarena itu, diperlukan strategi lain dalam hal penutupan defisit belanja dari

sisi penerimaan pembiayaan.
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